DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI Xlll DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas
HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan ldeologi Pancasila (BPIP);,
Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang | 2025 - 2026

Masa Persidangan S

Rapat | Ke — 20 (dua puluh)

Jenis Ra_pat . | Rapat Kerja

Dengan . | Menteri Hukum RI

Sifat Rapat . | Terbuka

Hari, tanggal - | Senin, 15 September 2025
Waktu . | Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat | Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI

Gedung Nusantara Il, Lt.3

Acara . | Penyampaian Hasil Pembahasan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026
(Penyesuaian Hasil Pembahasan Badan Anggaran)

Ketua Rapat | Hj. Dewi Asmara, SH., MH. (Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI/
Fraksi Partai Golkar)

Sekretaris Rapat .| Sartomo, S.S., M.Si

Hadir .| 21 orang dari 42 orang Anggota Komisi XIII DPR RI
Izin 21 Anggota Komisi Xl DPR Rl




Wakil Menteri Hukum RI
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Jajaran

PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi XIll DPR RI dengan Menteri Hukum RI, pada 15 September
2025 dengan agenda “Penyampaian Hasil Pembahasan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 (Penyesuaian Hasil
Pembahasan Badan Anggaran)” dibuka pada pukul 10.15 WIB, dan dipimpin oleh
Hj. Dewi Asmara, SH., MH. (Wakil Ketua Komisi Xlll DPR RI/ Fraksi Partai
Golkar), dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

KESIMPULAN RAPAT

. Komisi Xlll DPR Rl menyetujui hasil pembahasan pagu anggaran Kementerian Hukum

RI Tahun Anggaran 2026 yang semula Rp. 4.025.215.291.000 (Empat Triliun Dua
Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah) dan pagu tambahan sebesar Rp. 196.000.000.000 (Seratus Sembilan Puluh
Enam Miliar Rupiah) sehingga Pagu Anggaran Tahun 2026 menjadi sebesar Rp.
4.221.215.291.000 (Empat Triliun Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima
Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang selanjutnya akan
diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah sebagai bagian dari proses

penetapan dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026.

. Komisi Xlll DPR RI menganggap perlu adanya pendalaman lebih lanjut bersama Eselon

| Kementerian Hukum, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi XIll DPR Rl guna
memastikan sinkronisasi program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional,
sekaligus menjamin efektivitas alokasi anggaran dan peningkatan PNBP serta

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun Anggaran 2026.

PENUTUP
Rapat ditutup pjdalWM 1.30 WIB
WAKIL MENTER KUM RI, KETUA RAPAT
TTD TTD

Prof. Dr. EDWARD O&AR SHARIF HJ. DEWI ASMARA, SH., MH.
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